BAB IV

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Aktivitas kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia merupakan
hasil merepresentasikan implementasi konsep leon kerja sama internasional yang
dikemukakan oleh K.J Holsti atas dasar kepentingan bersama. persamaan tujuan,
upayn negara dalam penyesuaian kebijakan ﬁlﬁulﬂm penyelesaian isu migrasi
Pekerja. Migran Indonesia wamadnm!. Bﬂm saling membutuhkan dan
ketergantungan menciptakan dorongan bagi  Indonesiy M Malaysia saling
berhubungan satu sama luin. II‘:‘E ﬁﬂes:un. sebngm sﬂhm yang menghubungkan
mtﬂhﬂmmpmrﬂmﬂm;mga\aasan dan perdin an PM! yang bertujuan
m:t ruang gerak sindikat ilegal terkait Mw Perwujudan
kﬂhqimihl tujuan bersama dalam memperbaiki tata kﬂuhman dan

e:ﬂ:dmguﬂ‘h'ﬂ

Implementasi OCS diwujudkon melalui MoU tahun 3022 mengenai
pmen‘lm dan perlindungan PMI, membuat keuntungan 2 negara yang terikat.
Walaupun OCS masih mengalami kendala terhadap mgbm realita lapangan
fm:mmu PM! non prosedural masih diternukan :Iﬂi'hl dari Tmuahn jumlah
dml PML yang memicu perhatian terkait periunj:m pﬂy\lﬁamn dan
nplmnﬁmﬁ. mwmn visa kujungan (ASEAN Visa Exemption
dan Snﬁhl ?Hﬂ'nﬁ MW sindikat ulw_r;lh. Situasi ini  menciptakan
kendala terhadap optimalisasi, pelanggaran atas hﬁiﬁ;ﬂuhan terkuit komitmen
bersama. Malaysia melakukan pelanggaran mngm dari OCS yang

berdampak vital terhadap tujuan kea sama, Kompleksitas yang ditimbulkan dapat
terjodi ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia.

Isu PMI Nonprosedural menjadi krusial dikarenakan berhubungan
langsung dengan perlindungan PMI. Eksistensi PMI di Malaysia memberikan
dampak signifikan terkadap sektor perekonomian dan hubungan bilateral

Indonesia-Malaysia. Fenomena lonjakan angka penempatan PMI dan tingginya
peminat pekerja menimbulkan permasalahan yang terus mengecam perlindungan
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Pekerja Migran Indonesia Prosedural dan Monprosedural. Dalam konteks kerja
sama yong dilakukan Indonesia dan Malaysia terkail optimalisasi penyelesaian
permasalahan migrasi PMI  Nonprosedural belum memenuhi  parameter
keberhasilan kerja sama internasional vang dikemukakan oleh K.J. Holsti,
kepatuhan perilaku negara dalam menjalankan implementasi mekanisme bersama
menjadikan kendala tercapainya prioritas kepentingan dan tujuan bersama.

Pemanfaatan mekanisme bersama vang tidak optimal menjadi puncak
masalah huhung:m.lﬂﬁia dan mm‘mh@!mtm akibat lemahnya
integrasi pertukaran data qw,m'yn ]n’mrnﬂ_ﬁmhm non prosedural
dan lemahnya perlmdungan hukum terhadap M d.t m -mengakibatkan
kerusakan hpﬂcajmhm: Indonesia dan Malaysia Kﬂrﬂﬂmen hubungan
diplomatik terkait tata kelola PMI Nunpms«adm‘ﬂ um OCS menjadi kunci
utama konsisten diplomatik terhadap kepatuhan sistem, Dalam penelitian ini dapat
d!swnhadlmn OCS merupakan suatu langkah swmw:m
i grast I_'H!‘ pon prosedural, akan fetapi kendala maupun hambatan dari
implementasi sistem sangal bergantung terhadap penguatan komitmen sistem
hulnmﬁnpﬁpatm dalam pengawasan.
Sf.} ﬁ.l.rlﬂ.ilﬂﬂr. Penelltian Selanjutnya

Penelition ini hanya berfokus pada indikator optimalisasi One Channel
Svstem dalam pencegahan permasalahan PMI Nonprosedural yang merujuk pada
teort wmw ﬁhpﬂtﬂ K.l Hnl.iﬁ'lﬂﬁﬂﬂihl tilowr optimalisasi,
penelitian ﬂnjumgm disarankan untuk mem lebih luss dalam kajian
mendalam terkait peran akior non negam atay mw' pengarub calo terkait
mudahnya mela!mja!unmpﬁuiﬁmi as prosedur birokrasi vang
kerap kali dipercayai aleh CPMI guna menmgkalkan.eﬁ:kuﬂlaa sosialisasi dan
kebijakan OCS dengan tepat sasaran. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa
meneliti dengan ohjek dan subjek yang berbeds untuk menyvempumnakandn
mengembangkan penelitian ini.
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